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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengatasi kekurangan modal pada golongan pengusaha kecil 

dan menengah, pemerintah berusaha melakukan pembinaan dengan jalan 

mengadakan penyuluhan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan 

pemasaran. Jalan yang ditempuh antara lain adalah pemberian kredit dengan syarat 

yang memadai dan penyediaan fasilitas pemasaran. Salah satu kebijaksanaan 

pemerintah dalam hal pemberian kredit adalah menyediakan dana perkreditan melalui 

Bank-bank dengan persyaratan yang ringan.

Pemberian kredit sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah 

kekurangan modal pada golongan kecil dan menengah, maka hal tersebut selalu 

berkaitan erat dengan masalah jaminan. Sebab dalam praktik pemberian kredit selalu 

harus ada jaminan. Salah satu fungsi jaminan demi keamanan modal dan kepastian 

hukum bagi si pemberi modal, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak bank.

Keberadaan jaminan merupakan persyaratan guna memperkecil resiko 

kreditur dalam memberikan pinjaman. Pada prinsipnya dalam memberikan pinjaman 

kreditur tidak selalu dengan jaminan, sebab jenis usaha dan peluang bisnis 

dilakukan oleh debitur sudah merupakan jaminan terhadap kredit itu sendiri. Hanya 

saja jika suatu kredit dilepas tanpa jaminan maka akan beresiko terlalu besar apabila

yang

1
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investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan

semula

Jika hal ini terjadi maka pihak kreditur akan dirugikan, sebab pinjaman yang 

diberikan kemungkinan tidak dapat dikembalikan oleh debitur, dalam hal ini 

pinjaman menjadi macet tanpa ada asset dari debitur yang dapat menutup pinjaman 

yang tidak dapat terbayar. Bila ada jaminan, pihak kreditur dapat menarik kembali 

pinjaman yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut.

Jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat 1 SK.Direksi 

BI.No.23/69/KEP/DIR tentang Jaminan pemberian kredit yaitu ’Keyakinan Bank atas 

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan’.

Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 menyatakan bahwa Bank 

tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun. Jaminan yang diterima

dapat berupa: Hak atas tanah, simpanan, piutang dagang, mesin pabrik, bahan baku.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur,

sebelum memberikan kredit, Bank melakukan penilaian yang seksama terhadap: 

Charakter (sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya), 

Capital (permodalan), Collateral (agunan), Capacity (kemampuan), dan Condition of 

economy (kondisi perekonomian). Yang dikenal sebagai analisis The Five C's of 

credit. i

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, hal 394.
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Selain menggunakan metode analisis The Five C’s of credit diatas maka pihak

Bank dapat juga melakukan analisis dengan menggunakan metode 7P, Yaitu:

2Personalitiy, Pary, Purpose, Prospect, Payment, Profitabilitiy, dan Protection.

Agunan kredit merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal 

pemberian kredit, menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang.No. 10 Tahun 1998 

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank 

dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

Agunan lebih diutamakan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan 

atas kemampuan Debitur untuk melunasi hutangnya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara kita jaminan 

pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu jaminan perorangan dan 

jaminan kebendaan. Jaminan Perorangan sering disebut juga penanggungan utang 

(borgtocht) timbul karena adanya penanggungan itu tergantung dari adanya perjanjian 

pokok.3

Lebih lanjut Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan istilah 

tanggungan/jaminan adalah agunan yang bersifat umum,dengan kata lain benda 

agunan tidak ditunjuk khusus dan tidak diperuntukkan bagi seorang kreditur tertentu. 

Agunan umum juga tidak membedakan jenis bendanya, termasuk benda bergerak atau 

benda tidak bergerak. Secara otomatis setiap orang yang berutang maka seluruh harta 

kekayaannya menjadi tanggungan/agunan bagi utang-utangnya. Dalam hal ini tidak

K am 2002^ 5 ^ LembaSa Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.

3 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984, hal. 164
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diperlukan pengikat khusus, oleh karena itu apabila benda yang termasuk dalam 

kekayaan debitur tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang sesuai 

besarnya piutang masing-masing kreditur sebagai kreditur concurent..

Pada jaminan kebendaan, debitur atau pihak yang berhutang memberi jaminan 

benda pada kreditur sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitur, dalam arti 

apabila debitur tidak membayar hutang pada saat yang telah ditentukan, pihak 

kreditur dapat menuntut pelunasan hutangnya dari benda jaminan tersebut’4

Jaminan kebendaan dapat berupa gadai, hipotik dan hak tanggungan atas 

tanah yang diatur dalam UU No. 4 Tahun. 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang- 

Undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 UU No. 5 Thn. 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga 

hipotik atas tanah dan creditverband. Jaminan kebendaan dapat juga berupa fidusia 

sebagai mana yang diatur dalam UU No. 42 Thn. 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan 

dengan kata lain fidusia mengambil wujud penyerahan hak milik secara kepercayaan 

(fidusiaire eigndoms overdracht) yang sering muncul dalam praktik perdagangan dan 

perbankan terkait dengan perjanjian utang piutang, permodalan maupun perkreditan. 

Faktor kepercayaan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan meliputi.

Kepercayaan debitur kepada kreditur, bahwa penyerahannya hanya dimaksudkan 

sebagai jaminan saja. Kepercayaan bahwa hak miliknya akan kembali setelah 

hutang-hutangnya dilunasi.

1.

4 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 315
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2. Kepercayaan kreditur kepada debitur, bahwa debitur tidak akan menjual atau 

mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga.

Jaminan fidusia ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam 

karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak 

menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang memberikan 

kesempatan kepada pihak pemberi fidusia, tetap menguasai benda jaminan tersebut 

untuk kelangsungan usahanya. Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia,hak 

kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada penerima Fidusia, hal ini 

berarti benda jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemberi Fidusia.5

Sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun. 1999 tentang Jaminan Fidusia 

lahir,benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang 

terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan 

mesin dan kendaraan bermotor.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,maka menurut 

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun. 1999 tentang Jaminan Fidusia ini objek jaminan 

fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun 

tak wujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan.

5 Sri Turatmiyah,, Kajian Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU no. 42 Tahun 1999 Tentang 
Jaminan Fiducia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2004, hal 2
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Jaminan Fidusia sebagai agunan suatu ikatan utang piutang mempunyai 

daya tarik khusus atau kelebihan dibandingkan dengan jaminan-jaminan lainnya, 

karena pemilik benda yang dijaminkan tidak perlu menyerahkan benda tersebut 

kepada pemberi utang atau kreditur sehingga barang atau benda tersebut masih tetap 

dapat digunakan untuk menunjang usahanya.

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakan 

khususnya Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena jaminan fidusia hanya 

berdasarkan kepercayaan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima 

fiducia.Pemberi fiducia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani 

dengan fidusia tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 42 Tahun. 1999 Tentang Jaminan

Fidusia mengatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib

didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia, Pendaftaran fidusia memberikan hak yang 

didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Dalam prakteknya dijumpai akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. 

Padahal menurut UU No. 42 Tahun 1999, Pasal 11 ayat 1 ‘Benda yang dibebani 

dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan’.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis dalam bentuk 

skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan
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Jaminan Fidusia Di Bank BRI Bukit Siguntang Setelah Diberlakukannya Undang-

Undang No 42 Tahun 1999 “

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan diatas, maka permasalahan yang

diteliti dan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan peijanjian kredit dengan Jaminan Fidusia 

pada Bank BRI Bukit Siguntang?

2. Apakah akibat hukumnya bila akta Jaminan Fidusia tersebut tidak dilakukan

pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian atau penulisan skripsi ini mempunyai tujuan adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan peijanjian kredit dengan 

jaminan fidusia yang teijadi di Bank BRI Bukit Siguntang.

2. Untuk mengetahui akibat hukumnya bila Jaminan Fidusia tidak dilakukan 

pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia..

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian atau penulisan skripsi ini

adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan.

upaya
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2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau 

masukan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan akibat 

hukumnya bagi para pihak bila Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak dilakukan 

pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

I). Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahannya yaitu terhadap 

Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi di BRI Unit Bukit Siguntang.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat 

yuridis normatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara 

lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk memperoleh data mengenai 

hubungan hukum antara suatu gejala dengan gejala lain yang berbentuk suatu 

penjelasan yang mengumbarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu, dan yuridis 

empiris sebagai data pelengkap guna memperoleh hasil yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji,mempelajari dan menalaah 

teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan __perundang- 

undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Metode empiris dilakukan dengan 

mengadakan penilitian di lapangan guna memperoleh gambaran dari data tersebut.
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2- Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui: 

a. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan 

kepustakaan (Library Research). Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

penelitian

> Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum primer dalam penelitian 

ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

> Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer.Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang

Hukum Jaminan Fidusia, dan Hukum Perbankan.

> Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum sekunder, seperti indeks majalah hukum, kamus, ensikopledia.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research). 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat 

terkait sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini pihak-pihak yang 

bekeija di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Bukit Siguntang khususnya 

unit keija kredit.

i
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3. Teknik Pengumpulan Data

> Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti.

> Studi Lapangan (Field Research) untuk mendapatkan data primer dengan 

mengadakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

yaitu penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak 

yang terlibat dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah pejabat 

Bank BRI Bukit Siguntang Palembang. Wawancara dilakukan dengan sistem 

directive interview (sistem wawancara terarah) yaitu sistem dimana penulis 

tetap melakukan pengendalian terhadap inti pertanyaan yang dibatasi 

jawaban-jawaban dan aspek-aspek masalah yang diperiksa.6

4. Analisis Data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang

bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh serta

menghubungkan satu sama laim untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

> Penelitian ini dilakukan di Palembang pada Bank Rakyat Indonesia cabang 

Bukit Siguntang.

> Lokasi Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya dan UPT Perpustakaan Universaitas Sriwijaya.

6 P. Joko Subagyo, Metode Dalam Teori dan Praktek, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hal. 91



DAFTAR PUSTAKA

II. A. Chalik dan Marhacnis Abdul ITay, Beberapa Segi Hukum di Bidang 
Perkreditan, Yayasan Pembina, Jakarta, 1982

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1997

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
Cetakan Keenam, 2002

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT.Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 1991

, Bab-bab Tentang Creditverband Gadai dan di Fidusia,
Alumni Bandung, 1979

Mgs. Fdy Putra Tjc’ Aman, Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis), Liberty, 
Yogyakarta, 1989

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2000

____________. Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia.
PT. Citia Aditya Bandung, 1996

M. Yahya Ilarahap. Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

Oey Hocy 'l iong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 10X4

P. Joko Subagyo, Metode Dalam Teori dan Praktek, Renika Cipta, Jakarta, 1991

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984

_________, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1992

R. Setiawan, Pokok-pokok Ilukum Perikatan, Bina Cipta Bandung, 1987

Sri Soedewi Masjchun Sofvvan. Hukum Perdata : Hal Jaminan Atas Tanah, Liberty, 
Yogyakarta, 1981



_________________ . Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan
Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia, 
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1972

Sri Turatmiyah, Kajian Ketentuan Pasal 5 ayat I Undang-undang Nomor 42 Tahun 
1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 
Inderalaya, 2004

Thomas Suyalno, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramcdia Pustaka Utama, Jakarta, 
1991

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di \Vilu>uh Republik Indnesia


